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Abstrak
Tujuan dari pengabdian ini adalah Untuk memberikan informasi penggunaan CoreTex dalam meningkatkan efisinesi opersioanal dari sisi pengguna atau wajib pajak pada Faridah Konsultan Pajak. Pengabdian mandiri ini dilaksanakan tanggal 1 September 2025 hingga tanggal 15 Desember 2025, dengan total waktu ± empat bulan. Selama kegiatan penulis mengikuti jam kerja perusahaan mulai Senin hingga Jum’at pukul 09.00-17.00 WITA, serta terlibat langsung dalam pelaporan Faktur, e-bupot dan SPT masa menggunakan aplikasi CoreTax sejalan dengan judul yang penulis angkat sehingga mengetahui keunggulan dan kendala yang dialami oleh Faridah Konsultan dalam penggunaan CoreTax. Dalam penggunaan Aplikasi ini penulis mengalami kelebihan serta keunggulan dari sistem yang diluncurkan oleh DJP, seperti Akses data terintegritas, otomatisasi perhitungan, manajemen klien yang lebih baik, pelaporan SPT yang disederhanakan, e- faktur dan e-bupot pajak, respon cepat terhadap SP2DK. Sistem inipun tidak luput dari kendala atau hambatan yang telah penulis bahas yaitu Sistem tidak ramah pengguna (user unfriendly), akses lambat dan server sering gangguan, kesulitan pengelolaan fitur. Kesimpulannya, hasil laporan ini bahwa penerapan sistem CoreTax di Faridah Konsultan Pajak terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan yang terintegrasi, cepat, dan transparan. Meskipun memberikan dampak positif, implementasi CoreTax masih menghadapi kendala seperti akses sistem yang lambat, server tidak stabil, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan dukungan teknis dan sosialisasi dari DJP agar sistem ini dapat berjalan optimal.
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PENDAHULUAN
Untuk mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator penting untuk menilai manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai dampak dari pembaruan sistem administrasi tersebut. Kepatuhan pajak memiliki peranan krusial dan tidak dapat diabaikan, karena menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program reformasi perpajakan jilid III yang fokusnya adalah modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi salah satu wujudnya implementasi CoreTax Administration System. Penerapan kebijakan reformasi perpajakan ialah CoreTax Administration System (CoreTax) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Dirjen Pajak sebagai pedoman operasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan secara digital, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2021). Penerapan CoreTax merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia baru-baru ini untuk menata kembali struktur perpajakan.
Sistem Administrasi CoreTax berbasis teknologi, atau CoreTax, diciptakan untuk memodernisasi manajemen administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih. Penegakan hukum, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan hanyalah beberapa aspek administrasi perpajakan yang diharapkan dapat diintegrasikan oleh sistem ini ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan CoreTax, pemerintah berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan wajib pajak, mendorong akuntabilitas, dan mendorong keterbukaan dalam administrasi perpajakan (Juwita & Qadri, 2024).
Pembaruan sistem perpajakan melalui CoreTax dengan tujuan kemudahan layanan merupakan faktor yang memperkuat dimensi kepercayaan wajib pajak (Darmayasa dan Hardika, 2024). Namun, harapan untuk meningkatkan kepatuhan pajak nyatanya belum sepenuhnya terwujud setelah sistem CoreTax diterapkan. Banyak wajib pajak kewalahan dengan sistem yang dinilai rumit dan memberatkan, terlebih dengan minimnya panduan yang jelas dan waktu adaptasi yang tak memadai (Kompas.id, 2025). Mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system, saat ini wajib pajak dituntut memiliki pemahaman terhadap regulasi yang berubah secara dinamis. Niat awal untuk mempermudah justru berubah jadi tantangan baru bagi wajib pajak yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknis yang signifikan.
Peralihan ke sistem CoreTax membuat wajib pajak perlu menyesuaikan cara kerja mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Proses ini tidak hanya soal memahami fitur baru, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan alur layanan yang sudah berubah. Banyak wajib pajak harus belajar kembali langkah-langkah pelaporan, penggunaan menu yang berbeda, serta memahami aturan yang kini terintegrasi otomatis dalam sistem (Joselin dkk., 2024).
Wajib pajak juga dituntut lebih teliti karena CoreTax mengurangi ruang kesalahan manual. Mereka perlu memastikan data usaha, transaksi, dan dokumen yang diunggah sudah lengkap dan benar agar tidak terjadi penolakan oleh sistem. Sebagian wajib pajak menghadapi tantangan teknis mulai dari antarmuka baru yang belum familiar, hingga kecepatan akses yang kadang tidak stabil pada jam sibuk sehingga proses adaptasi membutuhkan waktu dan kesabaran (Korat & Munandar, 2025).
Wajib pajak pada umumnya adalah individu atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, tingkat literasi teknologi yang berbeda, serta kemampuan memahami aturan perpajakan yang tidak selalu sama. Karena itu, kapasitas wajib pajak dalam beradaptasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. SDM wajib pajak tidak dapat disamaratakan. Sebagian memiliki kemampuan tinggi dalam mengoperasikan sistem digital, sementara sebagian lainnya masih terbatas dalam memahami aplikasi berbasis teknologi. Ketika terjadi perubahan sistem administrasi seperti implementasi CoreTax karakteristik SDM menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran proses adaptasi (Mardiasmo, 2018).
Kesadaran wajib pajak adalah sebuah respon wajib pajak ketika telah memahami apa itu pajak. Kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan realisasi hak dan tanggung jawabnya akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak juga naik.
Faktor utama dalam kesadaran wajib pajak ialah kesadaran akan dampak positif dari penerimaan pajak bagi suatu negara. Pada hakikatnya, kesadaran harus dapat diiringi dengan pemahaman perpajakan, wajib pajak yang telah sadar mengenai kewajibannya haruslah memahami bagaimana dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya kepada negara, sehingga tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang juga tinggi (Herdiatna & Lingga, 2022).
Pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih optimal, risiko terjadinya sengketa pajak dapat diminimalkan, dan biaya kepatuhan menjadi lebih efisien. Core Tax memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga memungkinkan DJP untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan edukasi guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sistem inipun memudahkan pekerjaan Konsultan Pajak dalam membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya (Dimetheo dkk., 2023).
Konsultan Pajak adalah orang yang membantu Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan peraturan perpajakan. Tidak hanya memberikan jasa konsultasi berupa nasihat tetapi juga mendampingi wajib pajak dalam menyelesaikan kasus perpajakan yang rumit (Zulma, 2020). Sebagian besar wajib pajak menyampaikan bahwa mereka memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, merasa bahwa peraturan perpajakan rumit, dan mempermudah dalam mencapai kepatuhan perpajakan (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019).
Pada tahap awal implementasi, konsultan pajak menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan teknis, kebutuhan pelatihan, dan kendala adaptasi sistem. Namun dalam jangka panjang, sistem ini terbukti memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan (Wardana,2025). CoreTax berpotensi memperkuat integritas sistem perpajakan karena mampu mengurangi peluang praktik penghindaran dan memperkecil ruang terjadinya ketidakpatuhan (Korat & Munandar, 2025).
Bagi konsultan pajak, khususnya Faridah Konsultan Pajak tempat penulis Pengabdian, CoreTax menjadi aplikasi penting dalam mendukung layanan kepada klien. CoreTax membantu kantor konsultan pajak dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi pelaporan pajak. Digitalisasi perpajakan mampu mengurangi biaya operasional dan memperbaiki sistem kerja konsultan pajak. Penerapan CoreTax sejalan dengan teori kepatuhan pajak, karena meminimalisasi kesalahan administrasi dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Budianti, 2025).
Berdasarkan uraian di atas, penulis menciba untuk menggali bagaimana peran CoreTax dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan dari sisi perusahaan konsultan. Dan berharap kegiatan Pengabdian yang dilakukan di Faridah Konsultan Pajak akan mampu mengidentifikasi dan memberi solusi pajak yang muncul di CoreTax serta memberikan saran yang diperlukan. Dengan itu penulis mengangkat judul “Peran CoreTax dalam Meningkatkan Efisiensi Opersional dan Kepatuhan Wajib Pajak : Praktik pada Faridah Konsultan Pajak”
METODE
Kegiatan Pengabdian selama ± 4 bulan dimulai pada tanggal 01 September 2025 sampai dengan 15 Desember 2025 pada Konsultan Faridah, SE. yang beralamat di Jl. Darul Hikmah Pagutan Karang Genteng Kota Mataram, dengan waktu kerja untuk hari senin sampai hari Jum’at mulai dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA, sedangkan haru Sabtu dan Minggu serta tanggal merah libur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Manfaat CoreTax pada Faridah Konsultan Pajak
	Faridah Konsultan Pajak adalah konsultan yang aktif menggunakan aplikasi yang diluncurkan oleh DJP termasuk CoreTax, akan tetapi selama penggunaan aplikasi CoreTax Faridah Konsultan beberapa manfaat antara lain:
A. Akses data terintegrasi
	Faridah Konsultan Pajak merasakan bahwa akses data yang terintegrasi menjadi salah satu kemajuan penting dalam sistem administrasi perpajakan modern. Melalui sistem ini, data klien seperti PPh, PPN, dan PBB dapat diperoleh secara otomatis dari basis data DJP, sehingga meminimalkan kesalahan input manual dan mempercepat proses kerja. Integrasi ini juga memungkinkan konsultan untuk memverifikasi kesesuaian antara data pelaporan klien dengan catatan yang dimiliki oleh otoritas pajak, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi. Dengan kemudahan akses tersebut, Faridah Konsultan Pajak dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada klien serta memastikan seluruh kewajiban
 

pajak dilaksanakan sesuai ketentuan. Sistem yang terhubung ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang lebih baik melalui pengelolaan data yang akurat dan mudah diakses.
B. Otomatisasi perhitungan
	Sistem CoreTax memberikan dampak positif yang nyata bagi Faridah Konsultan Pajak melalui fitur otomatisasi perhitungan pajak. Sebelum sistem ini diterapkan, sebagian besar proses perhitungan dilakukan secara manual, seperti menghitung PPh, PPN, serta potongan dan kredit pajak lainnya, yang memerlukan waktu lama dan berisiko menimbulkan kesalahan manusia. Dengan adanya CoreTax, seluruh proses tersebut kini dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang telah terinput dan terintegrasi dalam sistem. Otomatisasi ini tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga meningkatkan ketepatan hasil perhitungan karena sistem sudah mengikuti rumus dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagi Faridah Konsultan Pajak, kemudahan ini membantu dalam mengelola banyak klien secara lebih efisien, terutama saat menghadapi batas waktu pelaporan pajak. Selain menghemat waktu, sistem otomatis juga memungkinkan konsultan untuk lebih fokus pada analisis dan konsultasi strategis bagi klien, bukan sekadar pada pekerjaan administratif. Fitur otomatisasi dalam CoreTax menjadi bukti nyata transformasi digital yang mampu meningkatkan produktivitas, akurasi, dan profesionalisme dalam layanan konsultan pajak.
C. Manajemen Klien Yang Lebih Baik
	Dengan adanya sistem data yang terpusat, Faridah Konsultan Pajak dapat mengatur dan memantau seluruh klien dengan lebih mudah. Semua informasi perpajakan klien, seperti status pembayaran, laporan pajak, serta dokumen penting lainnya, dapat dikelola dalam satu sistem tanpa harus membuka banyak berkas atau aplikasi berbeda. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih teratur dan efisien, karena setiap data sudah tersusun rapi dan bisa diakses kapan saja saat dibutuhkan.
	Faridah Konsultan Pajak juga dapat memantau perkembangan kewajiban pajak setiap klien secara langsung, sehingga lebih cepat mengetahui jika ada pelaporan yang belum selesai atau pembayaran yang tertunda. Dengan data yang lengkap dan mudah diakses, proses pengawasan dan pengelolaan klien menjadi lebih praktis. Kerja sama antar tim juga lebih lancar karena semua informasi tersedia di satu tempat.
Dengan manajemen yang lebih tertata seperti ini, Faridah Konsultan Pajak dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan profesional kepada setiap kliennya.
D. Pelaporan SPT yang Disederhanakan
	Penerapan sistem CoreTax sangat membantu Faridah Konsultan Pajak dalam proses pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan klien. Melalui fitur prapopulasi data/prepopulated data, sistem sudah secara otomatis menampilkan data wajib pajak yang bersumber dari transaksi dan laporan sebelumnya. Dengan begitu, konsultan tidak perlu lagi mengisi seluruh data secara manual seperti pada sistem lama, melainkan cukup melakukan pengecekan dan verifikasi agar datanya sesuai.
	Proses pelaporan menjadi jauh lebih sederhana dan cepat karena sebagian besar informasi sudah tersedia di sistem. Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan input data serta mempercepat penyampaian SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Faridah Konsultan Pajak, kemudahan ini sangat membantu terutama saat menghadapi banyak klien yang harus melaporkan SPT pada waktu yang bersamaan.
	Dengan adanya penyederhanaan pelaporan ini, pekerjaan konsultan menjadi lebih efisien, sementara wajib pajak mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. CoreTax tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak melalui sistem yang praktis dan transparan (DDTCNews, 2025; Sagala, 2025).
E. e-faktur dan e-bupot Pajak
	Dengan adanya sistem CoreTax, Faridah Konsultan Pajak kini lebih mudah dalam membantu klien membuat faktur pajak dan bukti potong PPh. Jika sebelumnya proses ini dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama, sekarang dapat dikerjakan langsung di dalam sistem. Data yang dibutuhkan sudah tersedia secara otomatis, sehingga konsultan hanya perlu memeriksa dan memastikan kebenarannya sebelum faktur atau bukti potong diterbitkan.
	Proses ini menjadi jauh lebih cepat dan praktis karena semua langkah dapat dilakukan dalam satu platform. Hasil faktur dan bukti potong tersimpan otomatis di sistem, sehingga memudahkan konsultan saat perlu melakukan pengecekan ulang atau pelaporan pajak. Dengan cara ini, pekerjaan menjadi lebih efisien dan risiko kesalahan input bisa diminimalkan (Fajriyah, 2025; Sagala, 2025).
	Bagi Faridah Konsultan Pajak, kemudahan ini sangat membantu terutama saat harus menangani banyak klien dalam waktu bersamaan. CoreTax membuat pembuatan faktur dan bukti potong lebih tertata, cepat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
F. Respons cepat terhadap SP2DK
	Sistem CoreTax membantu Faridah Konsultan Pajak dalam menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan lebih cepat dan terorganisir. Melalui sistem ini, data perpajakan klien yang diminta oleh DJP dapat langsung diakses karena sudah tersimpan dan terintegrasi di dalam platform. Hal ini memudahkan konsultan dalam menyiapkan dokumen pendukung dan menjawab setiap permintaan informasi tanpa harus mencari data secara manual di berbagai sumber.
	Dengan fitur pencarian dan pelacakan data yang efisien, Faridah Konsultan Pajak dapat memberikan tanggapan terhadap SP2DK tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan otoritas pajak. Selain mempercepat proses, sistem ini juga membantu memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan didukung dengan data yang valid dan terdokumentasi dengan baik.
	Kemampuan sistem CoreTax dalam mengelola dan menampilkan data secara terstruktur membuat proses klarifikasi menjadi lebih mudah dan profesional. Bagi  Faridah  Konsultan  Pajak,  hal  ini  sangat  membantu  dalam  menjaga kepercayaan klien sekaligus memastikan setiap kewajiban perpajakan dipenuhi dengan tepat dan sesuai prosedur.
Permasalahan atau Hambatan Implementasi CoreTax pada Faridah Konsultan Pajak
	Selain manfaat yang diperoleh yang telah dijelaskan di atas ternyata selama menjalankan aplikasi CoreTax dalam pekerjaannya Faridah Konsultan mengalami beberapa permasalahan atau hambatan antara lain:
A. Sistem Tidak Ramah Pengguna (user unfriendly)
	Sistem CoreTax sering dianggap tidak ramah pengguna (user unfriendly), karena prosedur yang berlapis dan navigasi yang kompleks membuat Konsultan Faridah harus melalui beberapa langkah untuk menyelesaikan satu tugas. Hal ini memperlambat alur kerja, meningkatkan risiko kesalahan input, dan menurunkan efisiensi operasional. Meskipun sistem memiliki fitur lengkap, implementasinya kurang mendukung kebutuhan praktis konsultan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Hambatan terbesar dalam penerapan CoreTax berasal dari faktor usability . Sistem yang tidak ramah pengguna dapat menurunkan produktivitas kerja konsultan dan wajib pajak.
B. Akses Lambat dan Server Sering Gangguan
	Faridah Konsultan Pajak menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam penggunaan sistem CoreTax adalah kecepatan akses yang rendah, khususnya pada jam-jam sibuk atau menjelang batas waktu pelaporan pajak. Kondisi ini mengakibatkan proses pengisian, pengiriman, dan verifikasi data pajak menjadi terhambat, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pelaporan dan kesalahan administratif. Ketidakstabilan server menjadi faktor penting yang memicu kegagalan akses dan gangguan teknis. Gangguan tersebut tidak hanya mengganggu kinerja konsultan pajak dalam membantu wajib pajak, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan digital.
	Kinerja sistem yang lambat dan sering mengalami gangguan dapat menurunkan efektivitas layanan pajak digital dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masalah seperti ini sering muncul akibat kapasitas server yang tidak memadai untuk menangani lonjakan pengguna pada periode kritis, sehingga menuntut adanya peningkatan infrastruktur dan optimasi sistem agar CoreTax dapat beroperasi secara lebih responsif dan andal
C. Kesulitan Pengelolaan Fitur
	Faridah Konsultan Pajak menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah umum dalam pengelolaan fitur sistem CoreTax, mulai dari kesulitan saat masuk (login), kesalahan saat menyimpan faktur pajak, hingga kendala validasi wajah untuk sertifikat digital. Kesulitan login sering menghambat akses konsultan maupun wajib pajak ke sistem, sementara kesalahan penyimpanan faktur dapat menimbulkan risiko administrasi dan potensi denda. Kendala pada fitur validasi wajah memperlambat proses otentikasi dan menurunkan efisiensi kerja konsultan pajak.
	Masalah pengelolaan fitur seperti ini biasanya disebabkan oleh antarmuka sistem yang kurang intuitif, proses autentikasi yang kompleks, serta minimnya panduan teknis bagi pengguna. Hal ini menekankan perlunya peningkatan desain fitur agar lebih ramah pengguna, stabil, dan mendukung kelancaran administrasi pajak digital (Fajriyah, 2025).
D. Permasalahan Data dan Validitas
	Faridah Konsultan Pajak menjelaskan bahwa beberapa pengguna sistem CoreTax melaporkan adanya masalah terkait validitas data. Salah satu contohnya adalah masuknya data perbankan yang tidak relevan, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem dan catatan wajib pajak. Terdapat juga kasus di mana kode billing tidak ditemukan, sehingga proses pembayaran pajak menjadi terhambat dan menimbulkan kebingungan bagi konsultan maupun wajib pajak.
	Permasalahan data dan validitas ini umumnya disebabkan oleh integrasi data yang belum optimal serta minimnya mekanisme pengecekan otomatis terhadap kesalahan input. Hal ini menekankan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan data, validasi sistem yang lebih ketat, serta pemeliharaan basis data secara rutin agar informasi yang tersaji lebih akurat dan dapat diandalkan (Sagala, 2025).
Kendala Adaptasi CoreTax pada Faridah Konsultan Pajak dan Wajib Pajak
	Faridah Konsultan mengalami kendala dalam beradpatasi dengan sistem baru ini, antara lain:
A. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan
	Faridah Konsultan Pajak maupun wajib pajak membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama terhadap sistem CoreTax. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang jelas dan intensif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai cara kerja sistem yang baru. Minimnya panduan dan pelatihan membuat pengguna kesulitan memahami alur kerja, fitur, serta prosedur yang harus dijalankan, sehingga sering terjadi kesalahan administratif dan keterlambatan pelaporan.
	Kurangnya sosialisasi dan pelatihan merupakan salah satu faktor utama rendahnya tingkat efektivitas adopsi sistem pajak digital. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya program sosialisasi yang lebih menyeluruh, materi pelatihan yang mudah diakses, serta pendampingan teknis agar konsultan dan wajib pajak dapat lebih cepat memahami dan memanfaatkan sistem CoreTax secara optimal (Sagala (2025).
B. Membutuhkan Waktu untuk belajar
	Banyaknya menu dan sub-menu pada sistem CoreTax membuat konsultan dan wajib pajak membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan sistem baru. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih sederhana, CoreTax menghadirkan fitur yang lebih kompleks dan berlapis, sehingga proses navigasi dan pemahaman alur kerja memerlukan adaptasi tambahan. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi kerja konsultan, terutama saat menangani banyak klien sekaligus, karena setiap fitur memerlukan pemahaman tersendiri sebelum dapat digunakan secara optimal.
	Kompleksitas menu dan fitur yang tidak disertai panduan atau pelatihan memadai menjadi salah satu faktor utama perlunya waktu belajar yang lebih lama. Hal ini menekankan pentingnya penyediaan dokumentasi lengkap, tutorial interaktif, dan dukungan teknis agar konsultan dan wajib pajak dapat lebih cepat menguasai sistem dan mengoptimalkan penggunaannya (Fajriyah (2025).
C. Tuntutan Adaptasi yang Tinggi
	Konsultan pajak dan wajib pajak menghadapi tuntutan adaptasi yang tinggi karena perubahan signifikan dalam cara kerja dan proses bisnis di era CoreTax. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap pembuatan bukti potong, prosedur input data, serta peraturan lain yang telah terintegrasi dalam sistem. Konsultan harus memahami alur kerja baru, mempelajari fitur-fitur yang kompleks, dan menyesuaikan praktik administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
	Tingkat adaptasi yang tinggi ini diperlukan agar konsultan serta wajib pajak dapat memanfaatkan sistem secara optimal, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan memastikan proses pelaporan pajak berjalan efisien. Kurangnya panduan, sosialisasi, atau pelatihan yang memadai dapat memperlambat proses adaptasi dan menimbulkan kendala operasional bagi konsultan dan wajib pajak (Fajriyah, 2025).
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Gambar. Pelaksanaan Pengabdian
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan selama melakukan kegiatan Pengabdian pada Kantor Faridah Konsultan Pajak selama ± 4 bulan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan sistem CoreTax di Faridah Konsultan Pajak terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi proses administrasi perpajakan yang terintegrasi, cepat, dan transparan. Meskipun memberikan dampak positif, implementasi CoreTax masih menghadapi kendala seperti akses sistem yang lambat, server tidak stabil, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna, sehingga diperlukan peningkatan dukungan teknis dan sosialisasi dari DJP agar sistem ini dapat berjalan optimal.
Perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik kerja lapangan di Faridah Konsultan Pajak menunjukkan bahwa penerapan ilmu perpajakan di lapangan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses administrasi perpajakan, mulai dari tahap penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan, telah dijalankan secara sistematis dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Melalui penggunaan sistem CoreTax, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana teori yang dipelajari di kampus diimplementasikan dalam praktik nyata. Hal ini memberikan pemahaman dalam penggunaan sistem teknologi perpajakan modern di lingkungan kerja yang sesungguhnya.
Diharapakan Faridah Konsultan Pajak tetap konsisten dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan literasi digital seluruh staf dalam beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi modern. Pemanfaatan sistem CoreTax secara optimal akan membantu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat kepercayaan klien terhadap kualitas layanan Faridah Konsultan Pajak. Kegiatan pengabdian ini menjadi sarana penting untuk menghubungkan teori dengan praktik. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian, khususnya di bidang perpajakan, disarankan agar mempersiapkan dasar- dasar pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai sistem administrasi modern seperti CoreTax sebelum memulai kegiatan pengabdian. Pemahaman tersebut akan membantu mahasiswa lebih cepat menyesuaikan diri dengan alur kerja kantor serta memahami proses administrasi yang berjalan. Mengingat DJP telah meluncurkan sistem baru yaitu CoreTax Administration System (CoreTax). Diharapkan DJP terus meningkatkan kualitas infrastruktur sistem CoreTax, khususnya pada aspek kecepatan akses dan stabilitas server. Serta perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan berkala bagi konsultan pajak dan wajib pajak agar mampu memahami dan memanfaatkan seluruh fitur sistem secara optimal.
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